
PBHATURAN D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO 
NOMOR 7 TAHUN 2004 

TENTANG 
P A J A K R E K L A M E 

DENGAN RAHftlAT TUHAN YANG MAHA E S A 

B U P A T ! R O T E NDAO 

Menimbang; a. bahv/a dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemehntahan Daerah, maka daerah 
diberi kewsnangan untuk mengurus dan mengatur 
daerahnya sendir/; 

b. bahvva dengan ditetapkannya Undang-undang Nom.'̂ r 34 
Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. maka Peraturan Daerah yang mengatur 
tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-
undang dimaksud; 

c. bahwa pajak Reklame merupakan salah satu pendapatan 
. daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan 

p e m G r i n t a h a n daerah dan p e m b a n g u n a n untuk 
mernantapkan otonomi d a e r a h yang luas, nyata dan 
bertanggungjawab; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
pada huruf a , huruf b, dan huruf c di atas maka dipandang 
perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak 
Reklame. 

Mengingat ; 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tontang Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209) ; 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian sengketa pajak ( Lembaran Negara Tahun 
1937 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3 6 8 4 ) ; 

3. 'Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tsihun 
1997 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3685 ) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang -
undang Nomor 34 tnhun 2000 (Lcmbsran Negara Tahun 
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2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4048 ) ; 

4. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Ponagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara 
Noinor 3686 ) ; 

5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negard Nomor 3 8 3 9 ) ; 

6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
pQrimbangan Keuangan antara Pen^erlntah Pusat dan 
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 
Tvimbahan Lernbaran Negara Nomor 3 8 4 8 ) ; 

7. Undaug - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan?;, 
Pony^lenggnra Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomcr 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ; 

8. Undar.g - undang Nomor 9 Tahun 2002 tentar^g 
Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa 
Tonggara Tiniur ( Lembaran Nogzra Tahun 2002, Nomor 
22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 1 8 4 ) ; 

9. Poraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara P'ldana 
( Lembaran iNJegara Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan 
Lemtaaran Negara Nomor 3 2 5 8 ) ; 

10. Peraturan Pcmedntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Dtierah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 

'118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 1 3 8 ) ; 

1 1 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 
tentang Pedoiv.an Tata Cara Punguian Pajak Daerah; 

12 KcpiitiKr-j! Mc.nteri Dalam Neger'i Nomor 173 Tahun 1997 
terttang Tata ^ara Pemehksaan di Bidang Pajak Daerah ; 

13. Keputusan Msnteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 21 Tchun 2001 tentang Penyusunan dan Materi 
Muatan Produk-produk Hukum Daerah; 

14. Koputusz^n ^Mnteii Da)am Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 22 Tuhun 2001 tentang Bentuk Produk-produk 
Hukum Daerah ; 

Page 2 of 18 



15. Kfjputuson Menteri Dalam Nogerl dan Otonomi Daerah 
Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Ponyusunan 
Produk Hukum Daerah ; 

16. Keputusc'.n Mcnteri Dalam Nog&ri dan Otonomi Daerah 
Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan 
Berita Daerah ; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 
2003 Tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Lembaran 
Daerah Kabupaten Rote Hdao Tahun 2003 Nomor "003 
Sei i D Nomor 001). 

Dengan persetujuan 

DEWAN PSRVVAKiLAN R A K Y A T D A E R A H 
K A B U P A T E N R O T E NDAO 

M E U T U S K A N : 

ienetapkan ; P E R A T U R A N DAERAH K A B U P A T E N R O T E NDAO 
T E N l ANG P A J A K R E K L A M E . 

B A B t 
K E T E N T U A N UMUM 

Pasal 1 

!!)alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao; 
2. Pemerintah Daerah^ adalah Kepaia Daerah beserta Perangkat Daerah 

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao; 
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipi! yang diberi tugas tertentu di bidang 

Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku; 

5. Penyidik Pegawai Negsri Sipil yang selanjutnya disebut P P N S adalah 
Pejabat Pegawai Nogeri SIpil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang berAfewenar)g khusus oleh Undang-undang untuk melakukan 
penyidikkan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; 

6. Peraturan Daerah adalah peratursn yang ditetapkan oieh Kepala Daerah 
dengan persetujuan Dewan Per^/^rakilan RaKyat Daerah; 

7. Pajak Reklame yang seianjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah 
atas penyelenggaraan Reklame; 

8. Reklame adalah benda. alat atau media yang memuat bentuk.susunan 
dan corak ragamriya untuk tujuan komorsil dipergunakan untuk 
memperkenalkan, menganjurkan dan atau menyiapkan suatu barang, 
jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat. dibaca atau 
didengarkan dari suatu ttempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh 
pemerintah; 
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9. Penyelonggara Reklame adalah perorangan atau Bacian yang 
menyelenggarakan Rekiame baik untuk dan atas namanya sendirt atau 
untuk dan atas nama pihak Iain yang menjadi tanggungannya; 

10. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu 
Reklame untuk melihat dan atau mendengar atau mentkmatinya atau 
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyeienggara Reklame 
kecuali penyeienggara. karyawan, artis dan petugas yang menghadiri 
untuk mefakukan tugas pengawasan; 

11. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan 
dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, 
menggunakan atau menikmati Reklame; 

12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang 
diiakukan oleh orang phbadl atau badan kepada daerah tanpa imbalan 
langsung yang sGimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelengga.'-aan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah; 

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau perselcutuan hukum yat.g 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terfaatas, perseroan 
comanditer, psrseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi. dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan. yayasan, organisasi massa, 
organisasj sosia) pol/tik atau organisasi yang sejenis, lembaga. bentuk 
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; 

14. Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame; 
15. Subyek Pajak Rekiame adalah orang pnbadi atau badan yang 

menyelenggarakan atau memesan Reklame; 
16. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan Reklame; 
17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) 

bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan 
Kepa'.a Daerah; 

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) 
tahun takwin kecuali bJla wajib pajak menggunakan tahun buku yang 
tidak sama dengan tahun takwin; 

19. Pajak Yang Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat 
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

20. Pemungutan adaiah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penenfuan besarnya pajak 
atau retribusi yang terhutang sampa; kegiatan penagihan pajak atcu 
retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawat;an 
penyetoran; 

2 1 . Surai Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat S P T P D 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dnn/a^au bukan 
obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan Perpajakan Daerah; 

22. Surat Sfetoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat S S P D . adalah 
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau 
ke tempat lain yang drtetapkan oleh Kepala Daerah; 
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C'l-a'u y.otetaij;:!; • Pajuk Dcerah, yang selanjutnya disingkat S K P D adalah 
surai: ketetapan p a j a ! ^ y a n g rnenentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang ternutang; 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
S K P D K B a<-j.ait.h sviiat ksi^.etapan pajak yang n^enentukan besarnya 
;::rr;!ah poko;< pwjak. iumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
p.jkok pajak, be^arny3 sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus 
dibayar; 

25. Surat Ke lerar rn Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
seSanjutnya ciiaingkat SKPilVKBT, adalah surat ketetapan pajak yang 
rnap.ep.tukan tar-^bahan ates iumlah pajakyang telah ditetapkan; 

26. Surdt Kctet5pr,r. Pajak Daerah Lebih Bayar, yang'Selanjutnya disingkat 
S K P D L B , adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
koiebihan perrArayaran pajak daerah karena jumlah kredit pajak lebih 
bosar dan pyda :)ajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang; 

27. Sui-^t KsJetepsr; Paj^k Daerah Nihil, yang selanjut.oya disingkat SKPDK 
aciUah sural Scot^apan p a j a k yang menentukan jumlah pokok pajak yang 
terhutang sama besarn.ya d'^ngan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak 
terhutajig dan lidak a d c - krec:{t pajak; 

28. SLirat lagihcn Tajak Daerah, yang selanjutnya disingkat S T P D . adalah 
urwi-. rr-: .akvkan tc^ihan pajak dan/atau sanksi administr£,si 

b'_;ijpa ounga dc'n/atau denda; 
29. Surat Keputussn Pemfcstulan adalah surat keputusan yang msmbetu.'.kan 

kesalahan tulis, kesplahan hitung dan/atau kekeliruan dala^r fjen^.apan 
ketentuan tcrte..cu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan 
Da=>r2h ysna rdap'?t dei^sm Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
K:-^M^r.zD Pi^dV Doc'/f.h Ktjiang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar T-imb-ih^n, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, 
Surat.Ketetapnn ;^aja:c Daer^.h Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah; 

30. Sura l Kepufu.sa;f Koboratan adalah surat Iceputusan atas keboratan 
t c r h a d E o Su - f ^o te tnp .m P.vak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
K.' \^n i-.n'.ys- '-j-;.rG» KctolGpr.n Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. 
Surat Ketetapar, PGJ.UIC D r . a r a h Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak 
Dae-rah Nihil Viisu ti:!.mc'.d2p i^amotongan atau Pemungutan oleh Pihak 
Keiiga yang diaju.^ai-i oicth wajib pajak; 

3 1 . Putusan Ban'..7nr ac\n{ih putur.an badan peradilan pajak atas banding 
terrtada';:- 3Uic\: 'r:^y^ul::jsr.n k^L^eratan yang diajukan oieh wajib pajak: 

32. Pombukuan :3d?'ah suatu ;jroses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur MTAUM. ,v.ongump;:!ka'.'i data dan informasi keuangan yang meliputi 
hs ro . (;2v/£iibcr modni, p.-nghasilan dan biaya serta jumfah harga 
p;:rolehriji Jar , : ; e n y e r ; i h 2 - b a r a n g atau jasa. yang ditutup dengan 
n..-'.iyur'.v: ia;-o-£,i l^.jr.ngar berupa neraca dan laporan rugi laba pada 
S G t i a p tahun paja'.-: berakhlr. 

i i * 
I i B A B il 

' ' . O B Y G / . DAN S U B Y E K P A J A K 

Pasai 2 

(1) Na'.na Paiak ira ac'alah Fajak Reklame; 

(2) Obyak Pajak Rekiamo ao'alah semua penyetenggaraan Rek/ame; 
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(3) Reklarno sebagc-imana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini antara lain: 
a. Rekiamc papan / bilboard / megatron adalah reklame yang 

diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas. plastik 
fiber glass, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis dipasang 
pada tempat yang dtsediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara 
digantungkan atau ditempatkan pada benda Iain; 

b. Reklama kiv.n adalah reklame yang diselenggarakan dengan 
menggun'akan bahan kain piastik, karet, bagor atau bahan sejenisnya 
dengan itu; 

c. Reklame ber'jinar ada/ah reklame yang membuat tulisan atau gambar 
yana tordirj alau dibentuk dari Ismpu pijar atau penyinaran lain yang 
mern'oorik ĵir^ r înar di ma'iam hah; 

d. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan 
menggunokv.n klise berupa kaca atau film atsu bahan-bahan 
sejenisnya dongan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/alau 
dipetagaican pada laycH" atau benda lain, atau dipancarkan triolalv'.i 
peiinv'/j^itteiovfsi; 

e. Reklam-i' adalah reklame yang disclenggarakan dengan 
mGriqyun7;Kiif( kata-ka\ yang diucapkan atau menggunakan suara 
yang ditJmbulkan dari atau perantaraan alat pesawat apaupun; 

f. Rek(.-:;fr(5 bor;-,ilan termasuk pada kendaraan adalah reklarne ysng 
diseio.ncgarakan dengan cara berkeliling dengan ditempelkan atau 
diter.^.patkr^n p-ida kendaraan; 

g. ReklaiTie p.eragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengsn 
cara mernp^jaigakan suatu barang dengan/tanpa disertai suara: 

h. RoKI'rime !;*!-::!:kr:i'( (sViker) adaiah reklame yang berbentuk lembaran 
U;pp3 ^iisclci-.M.garaican dengan cara disebarkan. ditempelkan atau 
dip£i;-3ng pcio'r, benda /aift; 

i. ReklaniG seJ-sbaron adalah reklamo yang disebarkan diberikan atau 
dap'ii dimin .̂v^ der.g^n ketentuan untuk tidak ditempelkan diletakkar. 
pada b?ncfii inin; 

j . Rekiii;7;j) jc'r^ra adalah reklsme yang diselenggarakan di udara 
dengsn mengciunakan gas pesawat atau alat yang sejenisnya. 

(4) Tidak term.asuk obyek Pajak Reklame adalah reklame yang dipasang 
untiik kcpcTiUcir; (ortcntu sebagai berikut: 
a. Reklam'^ yanc di>:idakan oleh atau untuk keperluan pemerintah pusat 

ataU pem'?:':n'x.h daerah; 
b. Pengurnuman yang diadakon oleh atau untuk memenuhi ketentuan 

dalam pe.''c:iuron perundang-undangan yang berlaku; 
c. Tulisan atau bondn-benda yang dipakai semata-mata untuk menjamin 

keselamatar\; 
d. Tulican yL.ri:- dipasang berkenaan dengan pemifihan umum yang 

diselenpgarakr.n berkenaan dengan peraturan perundang-undangan 
yang beiiai-u; 

e. Tulisan-'-uiisan, tanda-tanda Iain dan sebagainya yang dipasang 
berkenaan dengar. adanya konferensi, kongres, rapat/pertemuan 
partr,! atat; organisasi-organisasi ssmata-semata tidak mencari 
keuniu.ngsn clengan batas tertentu, sedangkan untuk waktu 
selebihnya dssri jangka waktu yang ditetapkan tadi, pemasangan 
selanjutriya diangyap sebagat pemasangan reklame biasa; 

f. Rekt'ame yai^g diternpatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari 
daerah Iain dap berada dalam daerah tidak iebih dart 7 (tujuh) hari. 
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Pasal 3 

(1) Subyck Pajak Roklame adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan atau memosan Reklame; 

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pnbadi atau badan yang 
menyelenggarakan Reklame. 

B A B 111 
D A S A R PENGEMAAN DAN TARIF P A J A K 

Pasal 4 

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah NUai Sewa Reklame; 
(2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini 

diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jsnis, jangka 
waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame; 

(3) Cara perhitungan nWal sewa reklame dan hasil perhitungan nilai sewa 
reklame .sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetaokan 
dengan Keputusan Kepala Daerah. 

• ' i t Pasal 5 

Tarif Pajak Reklame sebesar 2 5 % (dua puluh lima person). 

B A B IV 
W I L A Y A H PHMUNGUTAN DAN C A R A PENGHITUNGAN PAJAK 

Pasal 6 

(1) Pajak Reklame yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat 
Reklame tersebut diselenggarakan; 

(2) Besarnya Pokok Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengafikan 
tarif pajak sebagaimana dimaksud daiam Pasai 5 Peraturan Daerah ini 
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat(1) Peraturan Daerah ini. 

B A B V 
MASA P A J A K , S A A T P A J A K T E R H U T A N G DAN 

S U R A T P E M B E R T A H U A N P A J A K D A E R A H 

Pasal 7 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin 
merupakan wal<tu untuk menghitung besarnya pajak terhutang. 

Pasal 8 

Saat pajak terhutang terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame dalam 
masa pajak. 

( 
I 

I > 
1 -

\
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Pasal 9 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi S P T P D : 
(2) S P T P D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa! ini harus diisi 

dsngan jelas, bonar dan lengkap sorta ditandatangani oleh Wajib Pajak 
atau kuasanya; 

(3) S P T P D sebagajmana dhr.aksud pada ayat (1) harus disampa/kan 
kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah 
berakhtrnya masa pajak; 

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian S P T P D dit^tapkan oieh Kepala 
Daerah. 

B A B VI 
T A T A C A R A P E R H i T U N G A N DAN P E N E T A P A N P A J A K 

PasaMO 

(1) Berdasarkan S P T P D sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) 
Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang 
dengan menerbitkan S K P D ; 

(2) Apabila SKPD sebagaimana d/maksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau 
kurang dibayar setelah lewat waktu paling Igma 30 (tiga puluh) hari sejak 
S K P D diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % 
(dua person) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan S T P D . 

Pasai 11 

(1) Wajfb Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk 
menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang 
terhutang; 

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajah:, 
Kepala Daerah dapat menerbitkan: 
a . S K P D K B ; 
b. S K P D K 3 T ; 
c. S K P D N . 

(3) S K P D K B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini 
ditetapkan: 
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketorangan lain pajak 

yang terh'utang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi 
adminisUasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terhutangnya pajak; 

b. Apabila S P T P D tidak disampaikan dalam jangka waktu yang 
diter^tukan lelah ditsgur secara tertulis, dikenakan sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihftung 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terhutangnya pajak; 
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c. Apabi!a kewajibari mengisi S P T P D tidak dipenuhi, pajak yang 
terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi 
bonjpa icenailcan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok 
pajak drtambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua 
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling iama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terhutangnya pajak; 

(4) S K P D K B T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasaf ini 
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum 
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang 
terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 
100% (seratus persen) dart jumlah kekurangan pajak tersebut; 

(5) S K P D N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasa! ini 
ditorbltkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besamya dangan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredtt pajak; 

(6) Apabila kewajiban wembsiyar pajak terhutang dalam 3 K P D K B uj.^ 
S K P D K B T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hunjf a dan b pasa! ini 
tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yan^ te'jah ditentukan, 
ditagih dengan menerbitkan S T P D ditambah dengan sanksi administrasi 
b©rupa donda 2 % (dua person) sobulan; 

(7) Penambahan jumlah pajak yang tertiutang ssbagaimar^a dimaksud pada 
ayat (4) pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri 
sebeium dijakukan tlndakan pemerilcsaan. 

B A B VJI 
T A T A C A R A P E M B A Y A R A M D A N P E N Y E T O R A N P A J A K 

Pasa l12 

(1) Pombayaran pajak dilakukan dl K a s Daerah atau tompat lain yang 
dftetapkan ofeh Kepala Daorah maupun oleh instansi pemungut melalul 
Bendahara Pensrima / Penyetoryang ditunjuk oloh Kopala Daorah; 

(2) BerKJahara Penerima / Penyetor wajib menyetor secara Bruto ke Kas 
daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam kecuali hari libur; 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
pasal Ini dilakukan dengan menggunakan S S P D ; 

(4) Apabila Bondahara Penerima ( Penyotor laiai melaksanakart ayat (2) 
pasal ini dikenakan sanksi 2% (dua persen) dari setoran bruto. 

Pasal 13 

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas; 
(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak 

untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun walrtu tertentu, setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan; 

-(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)pasai 
ini harus dilakukan secara leratur dan berturut-turut dengan dikenakan 
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum 
atau kurang dibayar; 

i i ' 

i • 
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(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak 
untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan 
seteiah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan 
bunga sebosar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum 
B t a u kurang dlbe^yar; 

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta 
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan a y a f (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Pasa l14 

(1) Setiap pemtaay^ran pajak sebagaimana dimak^ud pada pasal (13) 
Peraturan Daerah ini diberikan t a n d a bukti pembayaran dan dicatat 
dalam b u k u penerimaan; 

(2) Bentuk. jenis, isi, ukuran tanda bulcti pembayaran dan buku penerimaan 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa! ini diteiapkan oleh 
Kepala Daerah. 

S A B VIU 
B I A Y A PEMUNGUTAN 

Pasal 15 

(1) Kepada Instansi Pemungut diberikan Insentif sebesar 5% (lima persen) 
dari setoran Bruto; 

(2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

B A B VIX 
T A T A C A R A PENAGIHAN P A J A K 

P a s a M S 

(•1) Surat teguran a t a u surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai 
awal ttndakan pelaksanaan ponagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari 
sejak saat jatuh tempo pembayaran; 

(2) Dalam jangka w a k t u 7 ( t u j u h ) hari setelah tanggal surat teguran atau 
surat pertngatan atau surat lain yang sejenis. Wajib Pajak harus 
melunasi pajak yang terhutang; 

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejems 
S G b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat 
yang berwewenang atau ditunjuk. 

Pasal 17 

(1) Apab'la jumiah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasl dalam 
jangka w a l < t u sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar 
ditagih dengan Surat Paksa ; 

(2) Pejabat yang berwewenang atau ditunjuk segera menerbitkan Surat 
Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggai Surat 
Teguran atau Surst Peringatan atau surat lain yang sejenis. 
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Pasal 18 

Apabiia pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 
jam sesudah. tai.gga! pemberitahuan Surat Paksa, Pf^jabat yang 
bervv'ewenang at-.u 'fuvnjuk segera menerbitkan Surat Perintah 
Melakcan.Tkan Peny'.taan. 

Pasaf 19 

Setefnh dii.ikulcnn otinyii jsn dun 'jVrjjfb Pajak befum juga melunasi hutang 
pajaknya. ;->eLe!at) i-wat 10 (sepuluh) hari sejak tangga! peiaksanaan Surat 
Perinlch iV.c:?ike-onc-,kari r&ny"'La?jn, Pejabatyang berwewenang atau ditunjuk 
mengajukan pcrrniritaan penetapan tangga! pelelangan kepada Kantor 
Lelang Negara. 

\ Pasa] 20 

Setelah Kanior Lelang Negsra nienetapkan hari, tanggal, jam dan tempat 
pelaksanaan io^an^, Juru Si la me^mberitahukan dengan segera secara 
tertulis l^epsda V^/ajib Pajak. 

Pasal 21 

Bentuk, jenis dan isi formufir yang dipergunakan untuk pefaksanaan 
penagihan pajak d.^erah diieiapkan olah Kepala Daerah. 

B A B X 
p'moxyRf^mm, K E R I N G A N A N DAN 

PEfv'VB^BASAN P A J A K 

Paea! 22 

(1) Kepala Dr-era^ berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat 
memberikan pejf.guran.rian, kerirjcjsnan dan pembebasan pajak; 

(2) Tata cara perr-.b^rian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak 
sebagaimana dirnaltsud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala 
Daerah. 

B A B X ! 
TAT.>- C A R A v' l-v. lBHTULAN, P E M B A T A L A N , 

PE^!,GUR'M^lGA^)i K H T H T ^ P A N , D A N P E N G H A P U S A N A T A U 
PEf "GURAriGA^U SA^ iKSt A D C I I N I S T R A S I 

Pasal 23 

(1) Kepala Dasrai ! ;car-?i-:?n Jabatan atau atas permohonan VA/ajib Pajak 
dzprA: 
3. j-^ierr.be-tuikcn .?.KFD atau S K P D K B atau S K P D K B T atau S T P D yang 

daiam pcnarbVtannya teroapat kesalahan tuiis, kesalahan hitung dan 
atau 'cekelt';uv:n rialam psnerapan Peraturan Perundang-undangan 
Perpajakan Daerah; 
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b. Msmbatslkcin ataii mengurangkan ketctapan pajak yang tidak benar; 
c. MengurangKan atau menghapuskan sanksi admini^trasi berupa 

bunga. dend:\n kenail^an pajak yang terhiutang dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya. 

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
ponghapusan t.vau pengurangan sanksi administrasi atau S K P D , 
SKPOKS, SKPDKBT, dan S T P D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pQsai ini harus disampaikan secara iertuWs ofeh Wajib Pajak kepada 
Kepala-Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puiuh) hari 
sejak tangga! diterima S K P D , S K P D K B , S K P D K B T atau S T P D dengan 
membcr'ikan alanan yang jelas; 

(3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, 
sudah harus diborikan f<eputusan; 

(4) Apabila setslah lewat wa\(tu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) pasal ini Kepaia Daerah atau Pejaba'c tidak memberikan 
keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 
dianggap dikabulkan. 

' ' B A B x n 

KBBERATAN DAN BAHDING 

Pasal 24 

(1) Wajib Pajak daput mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah 
atau Pejabat atas: 
a . S K P D ; 
b. S K P D K B ; 
c. S K P D K B T ; 
d. S K P D L B ; 
e. SKPOH. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal Ini 
harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling iama 3 
(tiga) bulan sei^.k tanggal S K P D , S K P D K B , S K P D K B T . S K P D L E , dan 
SKPDM diierima oleh Wajib Pajak, kecuali apabUa Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waid:u itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di iuar kekuasaannya; 

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangl<a waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana 
dimaksud psda ayat (2) panal ini diterima sudah memberikan keputusan; 

(4) Apabifa setslah lev/at waktu 12 (du.a belas) bulan sebagaimana 
dimaksud pso'c; ayat (3) pasal ini Kepala Daer^h atau Pejabat tidak 
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan; 

(5) Pengajuan kebsratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
tidaf^ rv.p:nL'nda kewajiban membayar pajak. 

i 
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(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya 
Keputiisan keberatan dan Kopala Daerah atau Pejabat; 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak 
menunda kewajiban membayar pajak. 

Pasal 26 

(1) Apabila pengaju.an k^^beratan sebagaimana dimaksud daiam pasal 24 
Peraturan Daerah Int atau banding sebagaimana dimaksud daiam pasal 
25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan 
pemb3.7S'.ari pajak dikemba'.ikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 2 % (dua persen) sebufan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan; 

(2) Apabila keberaVan dan banding dari Wajib Pajak telah mendapat 
keputu^an yar\ tetap Kepala daerah wajib melaksakannya. 

B A B X!!i 
PBNGmBAUAhl KiElEBWWi P E M B A Y A R A N P A J A K 

Pas:2l 27 

(1) Kepala Dasrsh atau Pejaoat atas permohonan wajib pajak 
mengembalikan keiebi'nan peincayaran pajak; 

(2) Kepala D'ierah atau Pejabrr; dalarn janglca waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan sejak ditertntanya permohonan pengembalian kelebthan 
pembayaran pajak sebaciaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus 
memberikan keoutusar.; 

(3) Apabila datam jangka v^alctu ::sbagaimana dimaksud pada aynt (2) pasal 
ini dilampaui'Kepaia D.^srah alau Psjabat tidak memberikan koputusan, 
permohonan pongembauan keiebihan pembayaran pajak dianggap 
dikabuli'irAn cian S K P D L B liarus diterbitkan dalam waktu paling lama 
1 (satu) bulan; 

(4) Apabila Wajib Pajak rnempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan 
pembayaran pr.jak seba'^a'.mana dimaksud pada ayat (2) pasal ini 
iangsung diperhi-uncikt-.n untuk rnelunasi terlebih dahulu hutang pajak 
dirrtaksiJd; 

(5) Pengcmbalictn kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu 
paling lama 2 (dua) bulaa sejak diterbitkannya S K P D L B dengan 
menerbitkar: Surat Perintah Membayar Keiebihan Pajak (SPI\/1KP); 

(6) Apabila pen.ger.^bali;ln keI'^bihan membayar pajak dilakukan setelah 
lewat '.;rjktu 2 (riu?.) 'r.jlan i->?jicik diterbitkan S K P D L B , Kepala Daerah 
atau Pejabat iTiomb^rikai's imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebuian atas keierlarnbatan pembayaran kelebihan pajak. 

Page 13 of 17 



Apabila kel-sbihan p-rribayaran pair.!; diperhitungkan dengan hutang pajak 
iainnya, sebr^gaiinana dirnaksud dalam p3;sal 27 ayat (4) Peraturan Daerah 
ini pembayarsn c'i'atVukarr denge.n care, pemindahbukuan dan bukti pemindah 
bukuan jug?- b;::iaki.' sebagai bukti p^^nibayciran. 

• Pasa ! 29 

(1) Hak unluk rn-slalaikan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui 
jangka v/akVj, .5 (limn) tahun '̂>rhi•^u^J se/ak ssat terhutangnya pajak, 
kecuali upatli^ VVajib Pajfe:-; rneiakukan tindalcan pidana di bidang 
P e rp^j^ I u: n s '•: ̂  h; 

(2) Kada)Ui7ar;:a ps.iagihrin paj^.k Ci'.-;baĉ aim.an%i dimaksud pada ayat (1) 
pasal Ini dtlanyouhkan apab''i.a'. 
a . Diterbiti'can -Surat TeQur•^n den Surat Paksa atau; 
b. Ada pengakuan hutang pajak dari IV^jib i-ajo.k baik iangsung maupun 

tidak '.ancj-":u'.'ir. 

. KHTEi^JTUArO ?\m^U\ 

Pasa'i Zd 

(1) Wajib P'4'>V. van.:?, kareno ke-aif/aanny:, rnel^jnggar !;&tfjniuan daiam pasa! 
9 Pcralurap. Dv-is ah ini dapr.t dipidanp. dencan pidang kuruncan paling 
lama 6 'eii^r;;}. b'.i'ar^ dar: atau cenac paHnCj tr-nyak 2 (dua) kaii jumiah 
pajak yanf] ieihut.^ng; 

(2) Wajib F-.j;::;-: yjnq 6(r.r.gzn senga'p mQlanggar keientuan da!am pasal 
9 Pera'i'jrirn D a c a h ';ni dap;.t dipilnrr^ do'^gnn Pidana Pcnjora paling 
lam.a 2 (duaj tahi.'.n dan atau d ( 5 n d a paling banyak 4 (empat) kali jumtah 
pajakyano; teihuivigi 

(3) Tindak p;:ien.< s-^baoaimrna dima::-?ud dalam ayat 1 pasa! ini adatah 
peianggii".!'.. 

Pasc^i 3 / 

Tindak pida.-ir. C'.-::-.':.c;-:irnr;rj,T d;'r...-i;.'--uc; J.a'.vm p.r^ni r'-^raturan 0;^orah ini 
tidak ditur.i..: 'r,e';iiirr.j?,ui ianc;kg v.u'Ktu 10 (sepuiuh) tahun sejak saat 
terhutangnye 'i-i j.J- ' ran oyrokh-^iVy? P<5i:k aiou borakhirnya Tahun 
Pajak yang •-c. 

Pas^ i 3:: 

(1) Pejabai P:;ga\v'.'' lieoovi Sipii isrientu cii linokungan Pemerintah Daerah 
diberi v/'O'v^rVrang ;ch;!si.is sebscat P -̂.-nyidik unluk melakukan penyidikan 
tindak p'ldans. cl b^d^rig perp^'jUka.n d:-icr.'.h; 
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal Ini 
adalah: 
a. Monorima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan a t a u 

lapofon borkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 
agar keterangan atau Inporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang diiakukan 
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah; 

c. MemJnta keterangan dan barang buldi dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen tain 
berl^enaan dengan tindak pidana dl b'sdang perpajakan daerah; 

e. Melakukan , penggetedahan untuk mendapatkan barang bukti 
pembukuan. pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta meiakukan 
penyitaan terliadap barang bukti; 

f. Dalam keadaan perlu dan mondesak penyidik dapat melakukan 
penyitaan tanpa surat ijin teriebih dahulu, sesaat setelah melakukan 
penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
setempat; 

g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 

h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau ten)pat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas; 

i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan 
daerah; 

j . Memanggil orang untuk didengar keterangsnnya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi ; 

k. Menghentikan penyidikan; 
I. Melalojkan ttndakan fain yang perfu untuk Icefancaran penyidikan 

tjndak pidana di bidang perpajalcan daerah menurut hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan; 

m.PPNS dapat meminta bantuan tGl<hnis penyidikan dari penytdik 
P O L R I . 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memboritahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil psnyidikannya kepada 
Penuntut Umum. 

B A B X \ ^ I 
K E T E N T U A N P E N U T U P 

, { Pasal 33 

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dr.arah ini sepanjang 
nnengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dev^f^^n Keputusan Kepala 
Daerah; 

(2) Dengan bcrlakunya Peraturan Daerah inj makj segala ketentuan yang 
mengatur tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak bi-rlaku lagi. 
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I'oraiuigiii IJiieioii iiii nuiitiit boriaKu pada langgai diuiioangkii!-; 

Agar setiap orang dapat inengolahuinya, memehntahkari pengundan{ij[i 
Peraturan Daerah iiii dentian penempatannya dalain Lenibaran Daetah 
Kabupalen Role Ndao, 

Ditetapkan di Baa 
pada langgal 11 Pebruari 2001 

/ Q BUF^Ti;"RQ/(^(<iDAOJ 

Diundangkan di Baa 
pada Tanggal 14 Pebruari 2004 

Sekreiaris Daerah Kabupaten Rote Ndao, 

l̂yiArj'WU '̂ Mfvl lNCGUS W E L K I S / -

Ll fMBARAN OAHR.All KAaUi^ATEN R O T E NDAO TAHUN 2004 N0f\/10R 
007 S E R l B HOi^yiOR 004 ' 



P E N J E L A S A N 
A T A S 

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO 
NOMOR 7 TAHUN 2004 

TENTANG 
P A J A K R E K L A M E 

I. UMUM 
Pajak Reklame adaJah Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang sebelumnya 
disebut pajak pertunjukkan dan keramaian umum yang obyeknya antara 
lain pertunjukkan film dt bioskop, olahraga dan pagelaran kesenian. 
Pajak Reklame sebelum berlakunya Undang-uhdang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sumber 
pungutan Pajak Daerah. 
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Un&ang-\jndi:ng Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daercn. maka perlu diiakukan perubahan dan 
penyempurnaan seperlunya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Untuk itu pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Pajak Reklame. 

II. P A S A L DEMI P A S A L 
Pasal 1 Angka 1 s/d 3 : Cukup Jelas 
Angka 4 ; Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan 

Daerah yang berdasarkan kewenangan 
^ Kepala Daerah ditunjuk untuk melakukan 

penagihan Pajak. 
Pasal 2 Ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup Jelas 
Ayat 3 : Jenis-jenis Reklame yang dikecua.'ikan dari 

Obyek Pajak Reklame yaitu : 
• > Film Penerangan Pemcrintah dan r'ilm 

untuk keagamaan; 
> Jenis Reklame yang diselenggarakan oieh 

Pemerintah untuk kepentingan Pemehntah 
dan kepentingan umum seperti Pameran 
Pembangunan atau Pameran Nasional / 
Daerah; 

> Segala jonis Reklame yang 
diselenggarakan semata-mata bertujuan 
sosial kemanusiaan untuk bencana alam 
dan kepentingan keagamaan; 

> Panti pijat tuna netra; 
> Segala jenis peitunjukkan, keramaian yang 

bersifat tradistona! di luar obyek-obyek 
wisata, hotel dan restoran. 

Pasai 3 Cukup Jelas 
Pasal 4 Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Daerah. 
Pasal 5 s/d 34 : Cukup Jelas a 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH K A B U P A T E N R O T E NDAO 
NOMOR 011 
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